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Lampiran D -

Hal - Imbauan

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Di- Barru

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor



10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubemur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1215/PL.02.2-SD/05/2024
Sosialisasi terkait penyusunan Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Sesuai
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD).

12. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Visi, Misi dan

Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Pemilihan Serentak Tahun
2024

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan kepada KPU
Kabupaten Barru dalam hal pengawasan subtahapan Tanggapan Masyarakat pada
tahapan pencalonan agar dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau

mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan
kepastian hukum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Barru. Maka Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk memastikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Naskah Dokumen Persyaratan Pencalonan yakni Visi dan misi
Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2. Memastikan KPU Kabupaten Barru selalu Siap dan membentuk Tim Helpdesk dalam
Hal Penerima Masukan dan Tanggapan masyarakat terhadap keabsahan
persyaratan pasangan calon ;

3. Memastikan Penerimaan Masukan dan Tanggapan masyarakat terhadap keabsahan

persyaratan pasangan calon dalam Hal visi misi dan program pasangan calon pada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru



masa tanggapan masyarakat selama 4 ( Empat ) hari dimulai 15 September 2024
hingga 18 September 2024;

4 Memastikan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan masyarakat terhadap
keabsahan persyaratan pasangan calon dalam Hal visi misi dan program pasangan
calon berakhir pada Tanggal 21 September 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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